BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan

Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daecrah, serta untuk
menyempurnakan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan, maka perlu merubah kembali Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan
Peraturan Bupati;
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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Menetapkan
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 5 Seri
C);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 26 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Tulungagung (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 26),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2017 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Sistem Dan Prosedur Administratif Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Di KABUPATEN
TULUNGAGUNG.

Pasal I

Diantara ketentuan BAB X dan BAB Xl Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 26),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 5) disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB XA dan
diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu
Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C sehingga berbunyi sebagai

berikut : §
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BAB XA

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21A

Terhadap sanksi administratif atas keterlambatan ketetapan PBB-
P2 yang terutang dapat diberikan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif.

(1)

(2)

——

——

Pasal 21B

Pengurangan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

Pasal 21A dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu
lainnya;

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa.

Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan

subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :

1) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda  jasa  bintang  gerilya, atau
janda/dudanya;

2) Objek Pajak berupa lahan
pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat
terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah,;

3) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan,
sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

4) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar
PBB-P2 sulit dipenuhi;

5) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) per meter perseginya meningkat akibat
perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib
Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan dan tanah longsor.
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(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi kebakaran dan wabah penyakit.

(5) Pemberian pengurangan sanksi administratif atas pajak
terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling tinggi sebesar 100%.

Pasal 21C

Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21A dapat diberikan dalam rangka peringatan hari-hari
tertentu yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 28 Juni 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, Z)
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/ MARYOTO BIROWO

Diundanglfan di Tulungagung
Pada tanggal 28 Juni 2019
SEKREYA DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 30



